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ABSTRACT

The reconstruction of the caliphate system has become a topic of debate among various Muslim communities, inspired
by the past glory of Islam under this system. However, differing views on the concept of the caliphate have hindered
reconstruction efforts. This study aims to explore the legal basis of the caliphate in the Qur'an and Islamic history
using the maqdsidi interpretation method and historical analysis. The findings reveal that the term "caliphate" is not
explicitly mentioned in the Qur'an. Terms such as "khalif,”" "khulafd," and "khalifah™ more closely refer to the
regeneration of communities or individuals as leaders without emphasizing a specific form of government. Moreover,
the history of the caliphate indicates that the system lacks a standardized format that could serve as a model in the
modern era. The researchers conclude that the caliphate is not the only way to uphold Islamic law; other forms of
government that align with the context of the times can also be viable options.

Keywords: Caliphate, Concept, History

ABSTRAK

Rekonstruksi sistem khilafah menjadi topik perdebatan di berbagai kalangan Muslim, terinspirasi oleh kejayaan masa
lalu umat Islam di bawah sistem tersebut. Namun, perbedaan pandangan terhadap konsep khilafah menghambat upaya
rekonstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar hukum khilafah dalam Al-Qur'an dan sejarah Islam
menggunakan metode tafsir maqasidi dan analisis sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah "khilafah"
tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Istilah seperti "khalaif," "khulafa," dan "khalifah" lebih merujuk
pada regenerasi umat atau individu sebagai pemimpin tanpa penekanan pada bentuk pemerintahan tertentu. Selain itu,
sejarah khilafah menunjukkan bahwa sistem ini tidak memiliki format baku yang bisa dijadikan model di era modern.
Peneliti menyimpulkan bahwa khilafah bukan satu-satunya cara untuk menegakkan syariat Islam; berbagai bentuk
pemerintahan lain yang sesuai dengan konteks zaman juga dapat menjadi pilihan
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PENDAHULUAN

Kajian tentang konsep khilafah dalam Islam sangat menarik untuk diteliti, terutama karena
berkaitan dengan hubungan antara agama (Islam) dan negara. Meskipun terdapat beberapa ayat dalam Al-
Quran yang membahas konsep ini, para ulama belum mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan
pelaksanaan Khilafah Islamiyah. Karena ketidakjelasan tersebut, persoalan khilafah sering menjadi bahan
perdebatan. Dengan demikian, isu khilafah Islamiyah termasuk dalam kategori wilayah ijtihadiyah. Konsep
kepemimpinan dalam khilafah merupakan topik yang tak pernah ada habisnya untuk dibahas. Oleh karena
itu, sebagai umat Islam kita perlu menyikapi hal ini dengan bijaksana, terutama mengingat bahwa arti dan
makna kepemimpinan telah berubah dari waktu ke waktu. Meskipun setiap negara memiliki penamaan dan
struktur kepemimpinan yang berbeda, prinsip dasar kepemimpinan umat Islam tetap sama di seluruh dunia.
Di banyak negara, pemimpin biasanya disebut sebagai kepala negara atau presiden. Dalam Islam,
kepemimpinan memiliki arti yang luas. Salah satu contohnya adalah sistem khilafah, yang merupakan
bentuk pemerintahan Islam yang diterapkan pada masa awal kejayaan Islam setelah wafatnya Nabi
Muhammad SAW(Idil, 2017).

Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling dikenal pada saat itu, di mana Islam
dianggap sebagai ideologi dan syari‘at menjadi dasar hukum. Sementara itu, pada masa pemerintahan
kenabian, istilah yang digunakan adalah khilafah, di mana para pemimpin saat itu dikenal sebagai Khulafa’u
al-Rasyidin. Mereka terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki fondasi yang kuat, yang tidak hanya dibangun dari nilai-nilai
ajaran Islam, tetapi juga telah dipraktikkan selama berabad-abad oleh Nabi Muhammad SAW, para
Sahabat, dan al-Khulafa' al-Rasyidin. Dasar pemikiran ini bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah, serta
berkembang dinamis dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya. Di Madinah, Nabi Muhammad
SAW menjalankan peran ganda sebagai kepala pemerintahan dan hakim, mencerminkan posisinya sebagai
Rasul utusan Allah SWT. Syariat Islam menjadi landasan dalam pemerintahan pada masa itu, dengan sistem
khilafah Islam yang dijalankan oleh seorang Khalifah, termasuk yang dikenal sebagai al-Khulafa al-
Rasyidin (Firda Amalia et al., 2022).

Kepemimpinan dalam dunia Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW merupakan suatu isu
yang kompleks. Banyak variasi pemikiran dan berbagai faktor yang memengaruhi perjalanan sejarah,
terutama dengan diterapkannya model kepemimpinan berbasis kekhilafahan. Pada masa Abu Bakar ibn Abi
Quhafah hingga khilafah Ali Ibn Abi Thalib serta intrik politik semakin tajam pada masa khilafah Hasan
Ibn Ali. Hal tersebut lebih disebabkan, menurut penelusuran dari berbagai kitab tarikh dan hadits-hadits
shahih di kalangan Ahlus Sunnah, Nabi Saw tidak pernah mewasiatkan masalah kepemimpinan (Abdullah,
2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research). Sumber
data didapatkan dari buku-buku sejarah peradaban islam, khususnya konsep khilafah dalam Al Qur’an dan
sejarah. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan konsep khalifah.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Kajian kepustakaan (library research), dengan
melakukan telaah dari berbagai sumber rujukan yaitu dari buku-buku sejarah peradaban islam, dan
pembentukan khilafah.
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Adapun Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Content analisis: Melakukan reduksi, kategorisasi, interpretasi data dan pemberian kode kemudian
menganalisis dan menjabarkan konsep khilafah. Kategorisasi data dilakukan untuk memudahkan
analisis.

2. Analisis deskriptif: Data dan catatan dianalisis dan diinterpretasikan dengan deskripsi teoritis. Analisis
ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

3. Analisis fungsi: Menganalisis tujuan konsep khilafah dalam alqur’an dan sejarah.

a. Pada tahap analisis konten, peneliti akan mengidentifikasi tema utama dalam artikel tentang
pembentukan khilafah, seperti definisi, sejarah, dan pentingnya institusi ini. Proses ini juga
melibatkan pengkodean untuk mengategorikan elemen-elemen penting, seperti istilah kunci dan
argumen yang sering muncul.

b. Selanjutnya, dalam analisis deskriptif, peneliti akan menyusun rangkuman yang menjelaskan poin-
poin utama serta struktur teks, termasuk pengenalan, argumen, dan kesimpulan. Analisis ini
bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang isi artikel.

c. Terakhir, dalam analisis fungsi, peneliti akan mengidentifikasi tujuan penulis, seperti memberikan
informasi, serta menganalisis pendapat para ahli berkaitan dengan tema artikel tersebut. Penelitian
ini juga memperhatikan cara penulis berinteraksi dengan pembaca, termasuk penggunaan bahasa
persuasif. Melalui ketiga tahap analisis ini, pemahaman mendalam tentang konten, struktur, dan
fungsi artikel mengenai pembentukan khilafah dapat diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Dasar Khilafah

Khilafah, dalam bahasa, berasal dari kata kerja "khalafah." Artinya, "pelanjut" atau "pengganti”
(Walisyah et al., 2024). "Khala'if" adalah bentuk jamak dari "khalifah," sedangkan "khulafa" adalah bentuk
plural dari "khalif." Dalam konteks ini, khalifah merujuk pada penguasa tertinggi, atau "as-sultan al-
a'zam”(Asiva Noor Rachmayani, 2015). Istilah khalifah merujuk pada "penerus Nabi," yaitu jabatan yang
diemban oleh para Sahabat setelah wafatnya Nabi. Penerus Nabi di sini bukan berarti menggantikan
Muhammad sebagai Nabi, tetapi sebagai pemimpin umat. Khalifah berarti "khalifah Rasulullah Saw" dan
merupakan penguasa tertinggi dalam sistem pemerintahan khilafah (Luluk, Muhtasorul, 2024).

Khilafah, menurut istilah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai
pengganti Nabi Saw. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa "Khilafah adalah mengarahkan seluruh manusia
sesuai dengan tuntutan syara’ demi kebaikan ukhrawi dan duniawi mereka". Dalam konteks ini, dunia juga
tidak terpisahkan, karena segala hal di dunia dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan akhirat.
Dengan demikian, hakikat seorang khalifah adalah sebagai pengganti pemilik syara’ (Allah Swt) yang
diberikan amanat untuk menjaga agama dan urusan politik dunia (Daulay et al., 2020).

Khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi umat Muslim di seluruh dunia dengan tujuan
menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru. Dengan
demikian, khilafah berfungsi sebagai penjaga agama dan pengatur kehidupan dunia, tidak hanya bagi umat
Islam, tetapi juga bagi non-Muslim. Di bawah naungan khilafah, kehidupan berbagai agama akan terjaga,
mencakup tidak hanya Islam, tetapi juga agama-agama lainnya(Sumanti et al., 2024).

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa khilafah adalah memerintah rakyat sesuai dengan aturan syara'
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untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, hakikat khilafah adalah menggantikan
pembuat syara' (sahib asy-syara’) dalam menjaga agama serta mengatur urusan politik dan kehidupan
masyarakat (Bagus et al., 2018). Sejarah lahirnya istilah khalifah atau institusi khilafah berawal saat
terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin menggantikan nabi Muhammad sehari setelah rasulullah wafat.
Dan dilanjutkan dengan terpilihnya Umar bin Khathab, Uthman bin *Affan dan ‘Ali bin Abi Thélib.

Keempat khalifah tersebut dinamakan dengan Al Khulafa’ur Rasyidin. Sedangkan kata Ar-
Rasyidin berarti cendikiawan atau orang bijak. Rasyidin di sisi lain, berarti cerdas, jujur, dan amanah.
Oleh karena itu, "khulafa' al-Rasyidin" merujuk pada seorang pemimpin yang mengambil alih posisi
seorang pemimpin sebelumnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna
pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan (Walisyah et al., 2024). Dikatakan sebagai Khulafa’ur
Rasyidin sebab menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul
ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas (Zainudin, 2019).

Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat.
Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang
demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat (sumpah setia) pada calon yang
terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini , yaitu : pertama, secara musyawarah oleh para
sahabat Nabi. Kedua, berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya (Hendri yahya saputra, 2024).

Khilafah Dalam Al Qur’an

Selain makna khilafah yang telah disebutkan, dalam Al-Quran terdapat banyak kata yang berkaitan
dengan konsep khilafah yang dapat digunakan sebagai pijakan untuk memahaminya. Beberapa ayat yang
relevan antara lain:
1. Q.S Bagarah: 30

ﬂ:

@ rﬂluam‘gdw@uuuu‘gﬁhﬁ\d&uu‘gwmua@&m\ \JlmmhuaJY\uﬁdsb@\MdaJd\Adu
O dsaliy LAkl G
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di
bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman,
“Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.
Kata "khalifah" dalam ayat tersebut merujuk kepada Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Menurut
Ar Razi, makna khalifah atau pengganti ini memiliki dua arah. Pertama, Nabi Adam dijadikan sebagai
khalifah atau pengganti jin yang sebelumnya menghuni bumi. Kedua, Nabi Adam diangkat sebagai
khalifah atau pengganti Allah untuk menegakkan hukum-hukum-Nya di bumi (Ayat et al., 2024). Perlu
difahami bahwa ayat ini tidak merujuk pada makna pemerintahan dalam konteks kekhalifahan politik.
Peristiwa ini dapat dipahami karena Nabi Adam adalah manusia pertama, sehingga tanggung jawabnya
lebih bersifat pribadi dan berkaitan dengan dirinya serta keluarganya di masa depan.

2. Q.S Yunus: 14 dan 73 i
(@ Oslass i S a3 e a1 b Cadt Kikes £
“Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk
Kami lihat bagaimana kamu berbuat.”
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Kata "khala'if" dalam ayat tersebut merujuk pada makna pengganti umat sebelumnya. Orang-
orang kafir di Makkah dianggap sebagai pengganti dari kaum-kaum yang telah dibinasakan oleh Allah
sebelumnya. Mereka diangkat sebagai pengganti untuk hidup di bumi agar Allah dapat mengetahui apa
yang mereka lakukan. Ini bertujuan untuk melihat apakah mereka mau mengambil pelajaran dari kaum-
kaum sebelumnya yang telah mendapatkan hukuman atau apakah mereka akan mengulangi kesalahan
yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum tersebut (Ali Rif’an et al., 2022).

“Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di
dalam kapal, dan Kami jadikan mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan
ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.”

Makna "khala'if" di atas juga merujuk pada pengganti generasi sebelumnya. Pengganti yang
dimaksud adalah umat yang taat kepada Nabi Nuh, yang menggantikan umat yang mendustakannya dan
dibinasakan melalui banjir bandang. Umat Nabi Nuh yang taat diselamatkan oleh Allah melalui kapal
Nabi Nuh, dan mereka kemudian menjadi penerus kehidupan dari kaum Nabi Nuh yang beranak-pinak
(Ali Rif’an et al., 2022). Ayat ini berkaitan dengan Surah Al-A'raf ayat 69, yang menceritakan kisah
umat Nabi Nuh. Penggunaan kata "khala'if" di sini menunjukkan bahwa kata tersebut merujuk pada
makna pengganti antar generasi dalam kehidupan manusia.

3. Q.S AlAn’am 63 )

O Biah 3 8015 el &0 5 S5 &) G 08 85T s o (338 a0 @b 5 Y1 i e 53 55
“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat)
sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha
Penyayang”.

Jika merujuk pada kata "khala'if" di atas, kata tersebut tidak merujuk pada sistem pemerintahan.
Menurut Bisri Mustofa, istilah ini menggambarkan manusia sebagai pengganti atau regenerasi dari
generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, ketika seseorang meninggal di suatu tempat, akan ada orang
yang lahir di tempat lain, dan demikian seterusnya. Dengan cara ini, selalu ada pengganti untuk setiap
generasi. Hal ini berkontribusi pada keseimbangan dalam eksistensi kehidupan umat manusia.

4. Q.S As Shad: 26

M 0 i b Gk 0 OB Qe b b s g o Wy (Bl Gl (i a6 Gt B AR s ) 351
O Slaall a3 13 Ly Badh e
(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi,
maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa
nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”
Kata "khalifah" dalam konteks tersebut merujuk pada Nabi Dawud yang diangkat sebagai khalifah
di bumi. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengandung pesan dari Allah kepada
para penguasa untuk menjadi pemimpin yang adil, tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, dan mengikuti
kebenaran yang telah diturunkan. Jika para penguasa menyimpang dari ajaran kebenaran, Allah telah

menyiapkan balasan yang sangat berat.
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Jika merujuk pada tafsirnya tersebut makna khalifah disini lebih condong pada makna pemimpin
yang kemudian dijelaskan bagaimana karakter bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya.
Dalam ayat ini memang menjelaskan kata yang familiar dalam sistem khilafah yaitu penggunaan kata
khalifah sebagai pucuk kepemimpinan. Akan tetapi makna yang terkandung belum menunjukan adanya
perintah untuk membentuk suatu bentuk pemerintahan tunggal untuk menaungi seluruh umat Islam yang
ada di dunia. Ayat tersebut bahkan lebih condong menjelaskan bagaimana karakter yang harus dimiliki
oleh seorang khalifah. Jika demikian, maka karakteristik itu juga berlaku untuk para pemimpin dalam
sistem kepemimpinan apapun bukan hanya terkhusus untuk karakter seorang khalifah. Hal itu
menunjukan bahwa khalifah dapat diartikan sebagai pemimpin pada umumnya.

Sejarah Khalifah Dalam Islam

Setelah Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Saat
wafatnya Rasulullah, para sahabat segera mengambil langkah untuk menentukan pengganti dalam
kepemimpinan. Tindakan ini dilakukan agar umat Islam tidak terjerumus dalam perpecahan. Setelah
wafatnya Rasulullah, banyak umat Islam yang kembali kepada ajaran yang mereka anut sebelum memeluk
Islam, dengan anggapan bahwa setelah kepergian Rasulullah, ajaran Islam juga berakhir (Khoiri, 2021).

Setelah Nabi wafat, fungsi kenabian terputus dan dianggap selesai. Namun, fungsi kepemimpinan
umat harus terus berlanjut. Dalam situasi yang genting ini, sahabat Anshor berkumpul dan mengadakan
musyawarah untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Rasulullah. Kejadian tersebut menarik
perhatian Abu Bakar, yang segera menemui kelompok Anshor. Diskusi yang berlangsung di Sagifah Bani
Sa'idah menjadi cukup alot. Setelah perdebatan panjang, Abu Bakar akhirnya dianggap sebagai sosok yang
paling layak untuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat. Pembaiatan Abu Bakar menandai
awal sejarah konsep pemerintahan khilafah dalam Islam (Ummah, 2019). Secara ringkas, sistem khilafah
dalam Islam dapat dikelompokkan dalam empat masa:
1. Khulafaur Rasyidin (632-661)

Fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam kekhilafan Khulafaur Rasyidin, terdapat perbedaan
dalam cara pengangkatan khalifah. Pada masa Abu Bakar, ia terpilih melalui musyawarah antara
kelompok Muhajirin dan Anshor. Meskipun musyawarah tersebut berlangsung alot, Abu Bakar akhirnya
terpilih sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah. Namun, Sa’ad bin Ubadah, sebagai rival politik Abu
Bakar dari golongan Anshor, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar hingga wafatnya (Sumanti et al.,
2024). Pengangkatan Umar ibn Khattab sebagai khalifah juga berbeda. la diangkat berdasarkan wasiat
dari Abu Bakar, yang sebelumnya sering berkonsultasi dengan sahabat lain mengenai penunjukan Umar
sebagai penggantinya. Setelah mendengar masukan dari sahabat, Abu Bakar memutuskan untuk
menunjuk Umar sebagai penggantinya (adar BakhshBaloch, 2017).

Setelah wafatnya Khalifah Umar, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah melalui musyawarah
dewan syura yang terdiri dari enam sahabat, termasuk Utsman, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin
Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqqos, dan Abdurrahman bin Auf, yang menjadi ketua
dewan tersebut. Dewan ini bertugas memilih salah satu dari enam anggota. Berdasarkan kesepakatan
dan survei di kalangan umat, Abdurrahmanbin Auf memutuskan bahwa pengganti Umar adalah Utsman
bin Affan (Harahap, 2021). Khalifah Ali bin Abi Thalib, di sisi lain, terpilih atas permintaan umat Islam
untuk dibaiat sebagai pengganti Utsman. Huru-hara yang terjadi di akhir kekhalifahan Utsman menjadi
salah satu faktor yang menyebabkan pembunuhan terhadapnya. Dalam situasi yang rumit pasca-

NdSTER

e e Vol. 2 No. 1 Januari 2025 Hal: 843-854

Techaoleqy aad Educational bessarch




Analisis Konsep Khilafah dalam Al Qur’an dan Sejarah
(Suryani, etal.)

e-ISIN3032-601X & p-1ISIN 3032-7105

wafatnya Khalifah Utsman, Ali dipandang sebagai sosok yang paling tepat untuk menggantikan posisi
Utsman (Asiva Noor Rachmayani, 2021).

2. Khilafah Utsmaniyah (1517-1924)

Khilafah terakhir dalam sejarah Islam adalah Kesultanan Utsmani, yang didirikan pada tahun 1290
M dengan khalifah pertamanya, Utsman. Kesultanan Utsmani ini dibubarkan pada bulan Maret 1924.
Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, yang
memerintah dari tahun 1520 hingga 1566 M (Jannah, 2019). Secara umum, keruntuhan Kesultanan
Utsmani terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal termasuk
banyaknya penyimpangan dalam pemilihan khalifah. Sementara itu, faktor eksternal berawal dari
penaklukan Konstantinopel, yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa bersatu untuk membangun
kekuatan baru yang lebih kuat. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berseteru kemudian bersatu
untuk menghadapi invasi dari kelompok Muslimin.

3. Khilafah Abbasiyah (750-1517 M)

Era kekhilafan terlama dalam sejarah Islam adalah masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Khalifah
pertama dinasti Abbasiyah ini adalah Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Peralihan dari
dinasti Umayyah ke Abbasiyah tidak terlepas dari sejarah kelam yang mengiringi perjalanan sistem
khilafah. Proses peralihan tersebut memakan banyak nyawa umat Islam, terutama dari keluarga Bani
Umayyah. As-Saffah melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pengikut dan pendukung Bani
Umayyah, yang berujung pada pembantaian mereka (Hasibuan et al., 2024).

Hukum Khilafah Dalam Islam

Menurut sebagian pihak, mendirikan khilafah adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam.
Dalam buku al-Fikr al-Islami dijelaskan bahwa merupakan kesalahan fatal jika pemahaman tentang wajib
kifayah diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian Muslim karena tindakan yang dilakukan oleh
sebagian lainnya, meskipun kewajiban tersebut belum berhasil diwujudkan (Fauziah, 2021). Pemahaman
yang benar tentang wajib kifayah adalah ketika sebagian orang benar-benar menyelesaikan kewajiban
tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Artinya, menegakkan khilafah Islam adalah wajib
kifayah. Selama khilafah Islam belum berdiri, setiap individu Muslim yang mukallaf memiliki kewajiban
untuk menegakkannya hingga khilafah benar-benar terwujud.

Oleh karena itu, mendirikan khilafah dianggap sebagai wajib kifayah. Namun, karena kemampuan
gerakan Islam untuk menegakkan khilafah belum memadai, kewajiban ini bertransformasi menjadi wajib
‘ain. Lebih tegas lagi, dinyatakan bahwa batas toleransi Islam untuk menegakkan khilafah adalah tiga hari.
Mengingat bahwa khilafah telah runtuh sejak tahun 1924, upaya untuk menegakkan khilafah bukan hanya
bersifat al-fardh, tetapi sudah menjadi gadha'.

Menurut Hizb al-Tahrir, kewajiban menegakkan khilafah merupakan mahkota dari segala
kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada umat Islam. Menegakkan khilafah dianggap sebagai
kewajiban paling agung dalam agama. Sementara itu, pihak-pihak yang tidak berniat untuk menegakkan
khilafah akan mendapatkan dosa, bahkan dianggap sebagai perbuatan maksiat yang paling besar. Dosa
tersebut tidak hanya menimpa kaum Muslim secara umum, tetapi juga berpengaruh pada para penguasa
diktator yang menghalangi gerakan-gerakan yang berusaha menegakkan khilafah, serta terhadap orang-
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orang kafir yang menjajah negeri-negeri Muslim (Ummah, 2019).

Pendapat Ulama Tentang Khilafah

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan khilafah, baik di kalangan
Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, maupun Murjiah. Begitu pula, para ulama mutakhir sepakat
tanpa adanya perselisihan. Beberapa pendapat mereka antara lain:
1. Imam Al Mawardi

Konsep khilafah Al-Mawardi dengan segala kelebihannya tidak terlepas dari pemahamannya
terhadap maqashid al syari’ah, yang memungkinkan dia menghasilkan hukum dan kebijakan yang
bermanfaat bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Adolph, 2016). Al-Mawardi merupakan
ulama yang sangat memperhatikan magashid al-syari’aah, meskipun ia tidak menulis buku khusus
tentang hal itu. Namun, isi karyanya, seperti al-Ahkam al-Shulthaniyyah, dengan jelas menggambarkan
ilmu dan substansi magashid al-syariah (Sahidin, 2021).

Nilai-nilai magéashid al-syari’ah yang terdapat dalam konsep khilafah Al-Mawardi meliputi
magashid al-imdmah, hukum wasilah, kaidah maslahat dan mudarat, serta aspek tekstual dan
kontekstual. Oleh karena itu, Al-Mawardi dapat dianggap sebagai salah satu pemikir politik Islam yang
berhasil mengintegrasikan magashid al-syari’ah ke dalam pemikiran politiknya, khususnya dalam
konsep khilafah. Integrasi antara politik dan magashid al-syari’ah sangat penting untuk menghasilkan
hukum dan kebijakan politik yang bermanfaat bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Amin,
2016).

Al-Mawardi berpendapat bahwa khilafah dilembagakan untuk menggantikan fungsi kenabian
(nubuwwah) dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia (Sayuti Sayuti, 2024). Pandangan ini
sejalan dengan magashid al-syari’aah, di mana tujuan syariat adalah untuk mewujudkan maslahat di
dunia dan akhirat. Penjagaan terhadap agama berkaitan dengan keselamatan akhirat, sementara
pengaturan urusan dunia berhubungan dengan maslahat di dunia. Ini juga dikenal sebagai magashid al-
imamah atau tujuan-tujuan imamah/ khilafah.

Abdullah al-Dumaiji menyatakan bahwa inti dari magashid al-imamah adalah menegakkan
perintah Allah di muka bumi sesuai dengan syariat-Nya, melakukan amar makruf nahi munkar,
memerintahkan kebaikan, menyebarkan kebaikan, menjunjung nilai kebajikan, serta mencegah segala
kemungkaran dan kerusakanDalam pandangan Al-Mawardi, pelembagaan khilafah dan pengangkatan
khalifah merupakan fardhu kifayah berdasarkan ijmak para ulama, karena kemaslahatan dunia dan
agama tidak akan sempurna tanpa adanya khalifah (Ontologis & Aksiologis, 2024).

2. Ibnu Hazm

Ibnu Hazm memiliki pandangan yang cukup unik mengenai khilafah. la berpendapat bahwa
khilafah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan umat
Islam dan menegakkan syariat. Menurutnya, khilafah tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga
haru mencakup aspek moral dan etika dalam kepemimpinannya (Zuhri, 2017).

Ibnu Hazm menekankan bahwa khalifah harus dipilih dari kalangan yang paling mampu dan
berakhlak baik, serta memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariat. la juga berargumen bahwa
khalifah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan
menerapkan hukum Allah (Jesika, 2016).

3. Al Imam Abu Ya’la Al Farra’
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Al-Imam Abu Ya’la Al-Farra’ adalah seorang ulama yang menekankan pentingnya khilafah
sebagai institusi yang diperlukan untuk menjaga stabilitas umat Islam dan menegakkan syariat Allah. la
berpendapat bahwa khilafah merupakan kewajiban bagi umat Islam, yang harus dipimpin oleh seorang
khalifah yang dipilih melalui musyawarah, dengan penekanan pada kualitas dan kemampuan, bukan
hanya keturunan. Khalifah, menurut Abu Ya’la, memiliki tanggung jawab besar untuk menegakkan
keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan menerapkan hukum syariat secara konsisten.

la juga menekankan bahwa kedudukan khalifah bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga
sebagai pemimpin spiritual yang menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Dengan
demikian, pandangannya menunjukkan bahwa khilafah harus berperan aktif dalam menciptakan
masyarakat yang adil dan sejahtera, serta menjaga persatuan di antara umat Islam (Gunawan et al.,
2021).

4. Imam Al Ghazali

Imam Al-Ghazali, seorang pemikir dan ulama terkemuka dalam tradisi Islam, memiliki pandangan
mendalam tentang khilafah. Menurutnya, khilafah adalah institusi yang sangat penting untuk menjaga
kemaslahatan umat Islam dan menegakkan syariat Allah. Al-Ghazali berpendapat bahwa khilafah
berfungsi sebagai penjaga agama dan pengatur urusan dunia. la menekankan bahwa khalifah harus
memiliki integritas, pengetahuan yang luas tentang syariat, serta kemampuan untuk memimpin dengan
adil dan bijaksana. Dalam pandangannya, khalifah bukan hanya bertanggung jawab terhadap aspek
politik, tetapi juga harus menjaga moralitas masyarakat dan mendorong umat untuk berbuat baik
(Amsori & Ernawati, 2020).

Selain itu, Al-Ghazali menganggap bahwa pemilihan khalifah harus dilakukan dengan cara yang
transparan dan adil, dengan mempertimbangkan kemampuan dan Kkarakter individu. la juga
berargumentasi bahwa tanpa adanya khilafah, masyarakat akan mengalami kekacauan, dan pelaksanaan
hukum syariat tidak akan berjalan dengan baik. Dengan demikian, khilafah menurut Imam Al-Ghazali
merupakan institusi yang tidak hanya memiliki kekuasaan politik, tetapi juga tanggung jawab moral dan
spiritual dalam memimpin umat menuju kebaikan dan keadilan.

5. Imam Quthubi

Khilafah memiliki makna umum sebagai perwakilan yang muncul karena tidak adanya pihak
pertama. Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan dalam konteks tugas manusia di bumi dan sistem
pemerintahan politik. Meskipun demikian, tidak terdapat aturan rinci yang secara eksplisit tercantum
dalam Al-Qur'an. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai penafsiran terkait kata khilafah, mulai dari
peran manusia di bumi sebagai wakil Allah SWT hingga sistem pemerintahan yang berlandaskan syariat
Islam sebagai pedoman.

Imam Al-Quthubi memberikan pandangan yang mendalam tentang khilafah sebagai institusi yang
esensial dalam Islam. la menekankan bahwa menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi umat Islam
untuk memastikan penerapan syariat dan mengatur urusan masyarakat. Menurutnya, khalifah memiliki
tanggung jawab besar, termasuk menjaga agama, menegakkan keadilan, dan melindungi hak-hak rakyat,
serta harus berperan sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Dalam pandangannya, pemilihan
khalifah harus didasarkan pada kriteria tertentu, seperti kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan
memimpin, menunjukkan pentingnya integritas individu yang diangkat (Tagiyuddin et al., 2022).

Al-Quthubi juga menegaskan bahwa khilafah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat,
dengan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, ia menekankan peran
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khilafah dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, agar mereka dapat menghadapitantangan
bersama. Dengan demikian, pandangannya mencerminkan betapa krusialnya khilafah dalam menjaga
dan menerapkan ajaran Islam serta memimpin umat menuju kebaikan dan keadilan.

6. Ibnu Taymiyah

Ibnu Taimiyah lebih fokus pada esensi dan manfaat dari pemerintahan daripada pada aspek legal
formalnya. la berpendapat bahwa kemaslahatan dan penerapan syariat Islam jauh lebih penting untuk
diperhatikan dalam konteks pemerintahan yang ada, ketimbang membahas khilafah itu sendiri. Terdapat
banyak pertanyaan mengenai sistem khilafah, seperti apakah ada bentuk atau pola baku yang dapat
dijadikan model untuk pemerintahan saat ini. Namun, kenyataannya, tidak ada bentuk khilafah yang
standar (Sukti & Raya, 2024).

Sejak masa khulafa al-rasyidin hingga daulah Utsmaniyah, terdapat banyak perbedaan dalam
berbagai aspek. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan sistem mana yang hendak
diterapkan dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan dilakukan setelah sistem khilafah dibentuk. Dalam
hal ini, banyak hal yang perlu dibahas jika ingin menekankan aspek legal formal dalam pemerintahan
(Ash-Shufi et al., 2021). Dalam konteks khilafah, Ibnu Taimiyah menolak pemilihan pemimpin kafir
untuk kaum Muslimin. Pernyataan Allah mengenai pertolongan terhadap daulah yang adil, meskipun
dipimpin oleh seseorang yang kafir, tidak berbicara tentang kriteria kepemimpinan, melainkan
menekankan pentingnya keadilan. Menurut Ibnu Taimiyah, kriteria kepemimpinan harus mencakup
kapabilitas, kekuatan, dan amanah, yang pada gilirannya mensyaratkan bahwa seorang pemimpin
haruslah seorang Muslim yang terbaik. Oleh karena itu, anggapan bahwa Ibnu Taimiyah mendukung
sekularisme dalam pemerintahan bertentangan dengan pandangannya yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa istilah "khilafah™ tidak secara
langsung muncul dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, terdapat beberapa kata terkait, seperti "kholaaif,"
"khulafaa," dan "khalifah." Namun, istilah-istilah tersebut tidak merujuk pada konsep pemerintahan,
melainkan lebih kepada regenerasi umat, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, penggunaan kata "khalifah"
dalam surat Shad lebih fokus pada karakteristik seorang pemimpin secara umum.

Jika merujuk pada sejarah, sistem khilafah berakhir pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa
tersebut, tidak ada konsep baku yang dapat dijadikan panduan untuk rekonstruksi khilafah. Proses
pergantian kepemimpinan umat Islam berlangsung dengan berbagai cara; ada yang diangkat oleh umat,
seperti dalam kasus Abu Bakar dan Ali, ada yang ditunjuk seperti Umar, dan ada pula yang melalui dewan
syura seperti Usman. Setelah era Khulafaur Rasyidin, kekuasaan umat Islam beralih ke sistem monarki atau
kerajaan, yang terlihat dari pola pewarisan kekuasaan kepada putra mahkota.

Merujuk pada Al-Qur'an dan sejarah, tidak ada fakta yang memberikan dasar hukum yang kuat
untuk mendukung penerapan sistem khilafah. Peneliti juga menyimpulkan bahwa khilafah bukanlah sistem
akhir dalam menegakkan syariat Islam. Apa pun bentuk pemerintahan yang dapat menegakkan syariat Islam
dengan baik dianggap sebagai pemerintahan yang Islami. Sejarah menunjukkan bahwa khilafah tidak selalu
menjamin pelaksanaan syariat Islam secara sempurna. Oleh karena itu, khilafah seharusnya dipandang
sebagai pilihan, bukan kewajiban, di antara berbagai bentuk pemerintahan yang lebih sesuai dengan konteks
zamannya.
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